BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat

menyimpulkan bahwa:

1. Peran Mediator Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan
Negeri Kelas IA Kupang: Mengupayakan Perdamaian diantara Para Pihak,
Memimpin jalannya mediasi dan menjaga keseimbangan mediasi, dan
Membangun Komunikasi positif diantara para pihak.

2. Hambatan yang Dialami Oleh Mediator Hakim Dalam Mediasi Perkara
Perceraian di Pengadilan Negeri kelas 1A Kupang yaitu tidak ada itikad
baik dari kedua belah pihak dengan secara langsung menghadiri
persidangan namun diwakili oleh kuasanya, adanya masalah rumah tangga
seperti perselingkuhan dan KDRT yang berlarut-larut sehingga rumah
tangga tidak dapat diselamatkan lagi, serta kedua belah pihak tetap
bersikeras untuk berpisah sehingga perkawinan mereka tidak dapat

diselamatkan lagi dan berujung pada perceraian.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka, memberikan saran sebagai

berikut:

1. Mengingat bahwa Mediasi adalah suatu penyelesain sengketa yang bisa
dilaksanakan di Pengadilan Negeri maupun diluar Pengadilan yang mana
pelaksaannya dibantu oleh seorang Mediator yang bertujuan untuk

mendamaikan pihak yang bersengketa tanpa memihak salah satu dari pihak-



pihak tersebut dan mendamaikan pihak-pihak tersebut maka sudah
sepatutnya mediasi tersebut memberikan manfaat bagi yang berperkara dan
menjadi suatu proses untuk mempererat hubungan yang lebih baik lagi.

. Kepada masyarakat pada umumnya dan untuk penulis sendiri hendaknya
kita memahami bahwa mediasi yang dilakukan tersebut sudah ditetapkan
ketentuan hukum yang mengaturnya di pengadilan. Maka, kita harus bisa
menerima ketentuan tersebut dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh
serta beriktikad yang baik, tidak tertutup pada jalur komunikasi antara para
pihak dengan selalu mengedepankan keegoan diri yang tinggi, sehingga
cegah perceraian dengan membuka diri untuk mendapaat suatu kesepakatan

yang baik bagi kehidupan berkeluarga terutama bagi anak-anak.
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